KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

2024
KEPUTUSAN NOMOR : 37/PM.00.01/K.KH/10/2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 36/PM.00.01/K.KH/10/2024 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN
2024

Abstrak Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

menimbang bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam
melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan
Pendistribusian  Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya
dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan dan berdasarkan Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 251/PM/K1/06/2024
tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dasar hukum dari keputusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-
Undang; UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang;
Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2020-2024,
Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan; Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;



Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran
dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; Perbawaslu Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan
Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Perbawaslu Nomor
8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota; Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota; PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024; PKPU Nomor 12
Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota; Keputusan Ketua
Bawaslu Nomor: 337/PM.00/K1/10/2024 tentang Penanggung Jawab
dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota; dan Surat Edaran
Nomor 109 Tahun 2024 tentang identifikasi Potensi Kerawanan dan
Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan
Pendistribusiannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Menetapkan Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat
Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf
Pelaksana dan Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Fasilitasi
Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Wali kota Tahun 2024 dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan mempunyai tugas
sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian : Pengarah,
Penanggung Jawab, Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil
Sekretaris serta anggota.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 23 Oktober
2024 oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah



